Kebijakan regulasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

“Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”

PETA PROSES BISNIS

KABLPATEN LAMONGAN

Permintaan layanan
informasi, bantuan

layanan konsultasi,
fasilitasi
pelatihan/sosialisasi

N

Tugas pokok dan fungsi,
informasi dan data
sebagai bahan kebijakan
pendukung

0PD

Perencanaan kinerja
dan anggaran

Pengelolaan dan
penguatan organisasi
dan tata laksana

Pengelolaan kinerja
dan anggaran

Akuntabilitas/ Laporan
(LKPJ LKjIP.LPPD,CALK)

Peningkatan peran
serta perempuan
dalam pembangunan

pemenuhan hak anak

Peningkatan

Peningkatan
perlindungan

perempuan dan anak

Peningkatan
manajemen internal
perangkat daerah

Peningkatan kualitas
pelayanan, dan
peningkatan fasilitasi
pelatihan

N

PENDUKUNG

Pengelolaan Sumber
Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan

Administrasi Umum

Pengelolaan Sarana
Prasarana serta IT

N
7|

Tersedianya peraturan

perundang - undangan,
informasi data
implementasi program,
kegiatan

0PD

W

Meningkatkan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan

Anak



PETA SUB PROSES BISNIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan

|
v \’

Peningkatan pengarusutamaan gender Peningkatan
dan pemberdayaan perempuan kualitas hidup keluarga

Terlaksananya pelembagaan
| pengarusutamaan gender pada Terwujudnya peningkatan
lembaga pemerintah kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan
gender dan anak
Terlaksananya pemberdayaan
> perempuan bidang politik,
hukum, sosial dan ekonomi




PETA SUB PROSES BISNIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan pemenuhan hak anak

|
v v

Pembuatan dokumen profil gender
Tercapainya pemenuhan hak anak dan anak

Terlaksananya pelembagaan
PHA pada lembaga
pemerintah, non pemerintah
dan dunia usaha

—>

Pengumpulan, pengolahan
analisis dan penyajian data <—
gender dan anak

Terlaksananya penguatan
jejaring antar lembaga
| penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak tingkat
daerah kabupaten/kota




PETA SUB PROSES BISNIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

v

Peningkatan kasus kekerasan
terhadap perempuan yang
diselesaikan

Terlaksananya pencegahan
> kekerasan terhadap
perempuan

Tersedianya layanan rujukan
lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi

>

Terlaksananya penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan

v

Peningkatan kasus kekerasan
terhadap anak yang diselesaikan

Terlaksananya pencegahan
kekerasan terhadap anak
daerah

[

Tersedianya layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus

Terlaksananya penguatan
dan pengembangan lembaga <—
penyedia layanan bagi anak




PETA SUB PROSES BISNIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

—>

Peningkatan manajemen internal perangkat daerah

Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah

Terlaksananya perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah

Terpenuhinya administrasi
keuangan perangkat daerah

Terpenuhinya administrasi
kepegawaian perangkat
daerah

Terpenuhinya administrasi
umum perangkat daerah

Terpenuhinya pengadaan
barang milik daerah
penunjang urusan

Terpenuhinya penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah

Terpenuhinya pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan

<+—

<+—




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGEMBANGAN SISTEM PENCEGAHAN DAN FASILITASI PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Mutu Baku

Aktivitas Kepala Bidang dan Jejaring(RSUD/
Staf Administrasi P2TP2A Kasi yang Pendamping P2TP2A | Medis/Psikologi/LBH/Kanit Kelengkapan Waktu Output
membidangi PPA Paolres/PA/Peksos
Menerima karban / pelaporan secara langsung Ruang conseling, ATK, Kondisional Surat pelaporan dan
atau melalui rujukan, pengjangkauan. Kemudian format pelaporan, mamin surat hasil indentifikasi
petugas melakukan identifikasi. ringan klien
Petugas melaporkan hasil identifikasi kepada Surat hasil identifikasi Kondisional Surat Perintah Tugas /
pimpinan untuk memohon petunjuk / langkah Dispaosisi Pimpinan
|ebih lanjut (penjangkauan / mediasi / rujukan).
Petugas melakukan pendampingan sesuai arahan Surat tugas, trasnsportasi | Kondisional Klien terlayanani
dari pimpinan yang didampingi oleh lembaga dan BRM dengan baik
terkait (UPPA / LBH/ Dinas Sosial - Peksos / PA >
/ Psikolog/ Medis).
Petugas  menerima  hasil  pendampingan Surat -surat mediasi, Kondisional Klien didampingi
(dilakukan mediasi / dibawa ke ranah hukum). SPT. surat rujukan petugas untuk tindakan
|ebih lanjut.
\
Petugas akan mendampingi korban yang tidak T Menyesuaikan hasil Kondisional Hasil pemeriksaan
berhasil dimediasi hingga kasusnya selesai. pemeriksaaan sebelumnya
(visum, BAP/Berita Acara
Pemeriksaan, sidang-
. sidang)
Petugas akan memberikan surat kesepakatan ‘ Melaksanakan hasil Kondisional Petugas P2TP2A

damai dan akan menyerahkan korban kepada
pihak keluarga apabila mediasi berhasil dilakukan.

keputusan pn, diversi,
hasil keputusan pa.

menyerahkan kpd
keluarga dengan surat
serah-terima klien.




Adapun Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan lainnya antara lain :

NO NAMA SOP NO NAMA SOP

| Absensi Sidik Jari / Finger Print 15 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

72 | AbsensiPegawai 16 Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK)

3 |zin Keluar / Meninggalkan Kantor Saat Jam Kerja 17 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

4 |zin Belajar, Tugas Belajar dan lkatan Dinas 18 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

5 | Pengadaan Barang dan Jasa 19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

B | SuratMasuk dan Surat Keluar 20 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)
7 Pelaksanaan Rapat Internal Al Pelayanan Informasi Publik

3 Penerbitan SPPD 27 Penyusunan Pengajuan Gaji

q Penanganan Kebersihan dan Pengamanan Kantor 23 Pengajuan Surat Perintah Pencarian (SPP)

[0 | Jurnal Harian 24 Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)

| Pengelolaan Arsip Dinamis 25 Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

12 | Disiplin Internal 26 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

I3 | Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) 27 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

14 | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 78 Pengembangan Sistem Pencegahan dan Fasilitasi Pendampingan Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan




